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ABSTRACT 

A’laa, Faten. “Akuntabilitas Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa: Studi 

Kasus Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Ngkandung Kabupaten 

Madiun”. Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024. 

 

The aim of this research is to analyze the role of the Village Correctional Agency 

(BPD) in public accountability in village governance. This research is important to 

provide an overview of public accountability practices at the village level, as well 

as the important role that BPD can play in realizing village governance that is in 

accordance with the principles of good governance, transparent and participatory 

to the community. This research uses a qualitative-descriptive research 

methodology with data collection techniques through observation, documentation 

studies and in-depth interviews. Data analysis techniques consist of data reduction, 

data presentation, and drawing conclusions. Research participants were members 

of the BPD, village officials and the people of Nglandung Village. This research 

was analyzed using the theory of public accountability by Lawrence C Howard and 

Jerome B McKinney in terms of dimensions of accountability, mechanisms, 

challenges, and the balance between power and accountability. Public 

accountability theory helps understand the importance of balancing power and 

accountability. Based on data in the field, researchers found that the Village 

Consultative Body is a working partner of village officials and has implemented 

several roles in public accountability, especially in terms of public participation and 

taking part in all planning, implementation and village development, always 

prioritizing a neutral attitude in carrying out its role. as an institution that 

accommodates community aspirations even though it has not implemented the 

principle of transparency and there are many challenges and obstacles due to limited 

human resources. 

Keywords: public accountability, governance, Village Consultative Body  
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ABSTRAK 

A’laa, Faten. “Akuntabilitas Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa: Studi 

Kasus Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Nglandung Kabupaten 

Madiun”. Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024. 

 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran Badan Pemasyarakatan Desa 

(BPD) terhadap akuntabilitas publik dalam tata kelola pemerintahan desa. 

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran mengenai praktik akuntabilitas 

publik di tingkat desa, serta peran penting yang dapat dimainkan oleh BPD dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip good 

governance, transparan, dan partisipatif kepada masyarakat. Penelitian ini 

menggunakan metodologi penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara 

mendalam. Teknik Analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan Kesimpulan. Partisipan penelitian adalah anggota BPD, perangkat desa, 

dan masyarakat Desa Nglandung. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori 

akuntabilitas publik oleh Lawrence C Howard dan Jerome B McKinney dari segi 

dimensi akuntabilitas, mekanisme, tantangan, serta keseimbangan antara kekuasaan 

dengan akuntabilitas. Teori akuntabilitas publik membantu memahami pentingnya 

keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas. Berdasarkan data di lapangan, peneliti 

menemukan bahwasannya Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja 

dari perangkat desa dan telah menerapkan beberapa perannya dalam akuntabilitas 

publik terutama dalam hal partisipatif publik dan ikut andil dalam segala 

perencanaan, pelaksanaan, dan Pembangunan desa, selalu mengedepankan sikap 

netral dalam menjalankan perannya sebagai Lembaga yang menampung aspirasi 

masyarakat meskipun belum melaksanakan prinsip transparansi serta terdapat 

banyak tantangan dan kendala pada keterbatasan SDM. 

Kata Kunci: akuntabilitas publik, tata kelola, Badan Permusyawaratan Desa  
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